
Ir. SULISTYO INDRIYANTO

(Urgensi nya terhadap PBG dan Pelaksanaan SLF)





6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 :  

Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah

7. KEPPRES No. 42 Tahun 2002 : Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara 

8. PERPRES No. 73 Tahun 2011 :    Tentang 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 

45/PRT/M/2007  :   Tentang Pedoman Teknis 

Pembangunan Bangunan Gedung Negara

1. UU No. 18 Tahun 1999 : 

Tentang Jasa Konstruksi 

2. UU No. 28 tahun 2002 : 

Tentang Bangunan Gedung 

3. UU No. 1 tahun 2004  :  

Tentang Perbendaharaan Negara 

4. PP No. 29 Tahun  2000 :  

Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 

5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 :   

Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 
tentang Bangunan Gedung



Bangunan gedung negara adalah 

bangunan gedung untuk keperluan dinas 

yang menjadi barang milik negara/daerah 

dan 

diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal 

dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan 

lainnya yang sah. 



PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

adalah 

kegiatan mendirikan bangunan gedung negara yang 

diselenggarakan melalui 

tahap perencanaan teknis, 

pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, 

baik merupakan 

pembangunan baru, perawatan 

bangunan gedung, maupun perluasan 

bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau

lanjutan pembangunan bangunan gedung. 



PBG 
(Persetujuan
Bangunan Gedung )

 PBG menggantikan Izin
Mendirikan Bangunan
(IMB)

 dan diatur dalam
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan
Peraturan Pemerintah

Nomor 16 Tahun 2021.



PERSYARATAN

BANGUNAN GEDUNG

NEGARA

Persyaratan BGN

Administrasi

Teknis

Status hak atas tanah

(ijin pemanfaatan)

Sertifikat Kepemilikan Bangunan 
Gedung (SKBG)

IMB/ sekarang PBG

Dokumen: pendanaan, 

perencanaan, pembangunan, 

pendaftaran

Keandalan bangunan

Tata bangunan

Memenuhi ketentuan 

klasifikasi, standar luas, 

standar jumlah lantai

SLF



TAHAPAN PEMBANGUNAN

BANGUNAN GEDUNG

NEGARA

Tahapan 

Pembangunan

Persiapan

Pasca Konstruksi

Penyusunan rencana

kebutuhan

Penyusunan rencana 

pendanaan

Penyusunan rencana 
penyediaan dana

SLF

Status BMN

Perencanaan Teknis

Pelaksanaan Konstruksi

Pengawasan Teknis

Pendaftaran BGN

PBG



Persiapan
Perencanaan 

Teknis

Pelaksanaan 

Konstruksi

PROSES BANTUAN

TEKNIS 

PENYELENGGARAAN

PEMBANGUNAN 

BANGUNAN GEDUNG

NEGARA

Pemanfaatan Penghapusan

Bantuan teknis 
berupa analisis 

tingkat kerusakan

Bantuan teknis 
berupa taksiran 

harga bongkaran

Bantuan teknis berupa :

 Rekomendasi kebutuhan biaya

pembangunan baru / perawatan BGN

 Rekomendasi teknis, seperti multiyears,

bangunan > 8lt, pekerjaan lanjutan

Proses Pembangunan BGN Pasca Konstruksi



PEMBIAYAAN 

BANGUNAN

GEDUNG NEGARA

ARAPembangunan
Bangunan baru

Perawatan 
Bangunan

Biaya Pekerjaan 
Standar

Biaya Pekerjaan 
Non Standar

Klasifikasi

Standar Luas

Standar Jumlah 
Lantai

HSBGN

Non Standar 
Bgn+Lingk

Non Standar 
Lainnya

Non Standar 
Fungsi Khusus













1. UU No. 28 / 2002   : Bangunan Gedung

2. UU No. 11 / 2020   : Cipta Kerja

3. PP  No. 16 / 2021    : Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

4. PP No. 5 Tahun 2021 : tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

5. PP  No. 24 / 2018    : Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

6. PP Pengganti UU No. 2 / 2022 : ttg Cipta Kerja Menjadi UU yg telah ditetapkan sebagai UU melalui UU  No. 6/ th 2023;

7. PP No. 16 Tahun 2021 : tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Th 2002 tentang BG

8. PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah

9. Permen PUPR 11/PRT/M/2018 : TABG, Pengkaji Teknis & Penilik Bangunan

10. Permen PUPR 19/PRT/M/2018 : Penyelenggaraan IMB & SLF BG Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

11. Permen PUPR 27/PRT/M/2018 : SLF Bangunan Gedung

12. SNI Bidang Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal & Tek. Lingkungan

13. Peraturan Pemerintah Terkait Kelaikan Fungsi Bangunan ( Permenkes, Permen PUPR, Permendag, Permenaker, dll )

14. Peraturan yang bersifat khusus seperti di Bangunan Militer, Industri Farmasi, Bangunan Telekomunikasi, dll

PEMAHAMAN PERATURAN



UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan dalam
proses perizinan bangunan gedung yang tertuang pada pasal 36 ayat (1)
Undang-Undang Bangunan Gedung bahwa pelaksanaan kontruksi
bangunan gedung dilakukan setelah mendapatkan PBG (Persetujuan
Bangunan Gedung).

UU Nomer 11 Tahun 2020

PP no 16 Tahun 2021 tentang “ Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang
no 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
Pasal 1 angka 17 meyebutkan bahwa PBG adalah perizinan yang diberikan
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai
dengan standar teknis bangunan gedung.

PP NO 16 TAHUN 2021



IMB dan PBG
IMB 

merupakan izin yang harus
diperoleh pemilik bangunan
sebelum atau saat mendirikan
bangunan dimana teknis
bangunan harus dilampirkan
saat mengajukan permohonan
izin.

PBG 
perizinan yang diberikan 
kepada pemilik bangunan 
gedung untuk membangun 
baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi, dan/atau 
merawat bangunan gedung
sesuai dengan standar teknis
bangunan gedung.

Standar Teknis yang dimaksud antara lain :
 standar perencanaan dan perancangan bangunan gedung,
 standar pelaksanaan dan pengawasan kontruksi bangunan gedung,
 standar Pemanfaatan bangunan gedung.



Berdasarkan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

Pasal 3 menyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang 
fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras

dengan lingkungannya, harus menjamin keandalan bangunan gedung dari segi
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Dipertegas PP No. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 
tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,

Pasal 26 ayat (1). Keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung
yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan

bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan.



PP 16 Tahun 2021



PROSES PENGURUSAN PBG

PP no 16 tahun 2021 :

1. Diajukan sebelum pelaksanaan konstruksi
2. Pemeriksaan pemenuhan standar teknis terhadap

dokumen sbb:
• Dokumen Perencanaan
• Dokumen Manajemen Konstruksi

3. Pernyataan pemenuhan standar teknis oleh Tim
Penilai Ahli

4. Pendaftaran melalui SIMBG untuk pemeriksaan
dokumen

5. Penerbitan PBG

BANGUNAN BARU

Pasal 346 ayat 3
Bangunan gedung yang sudah berdiri dan belum memiliki PBG, maka
untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF (Sertifikasi Laik Fungsi)
berdasarkan peraturan pemerintah.

SLF diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan
fungsi bangunan. Laik fungsi itu sendiri adalah suatu kondisi Bangunan
Gedung yang memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan
teknis sesuai dengan fungsi bangunan.
1. Diajukan pengurusan SLF
2. Pemeriksaan pemenuhan standar teknis terhadap dokumen sbb:

• Dokumen Kajian Teknis
• Gambar “As Build Drawing”
• Dokumen Daftar Simak
• Dokumen Administrasi Kelengkapan pengajuan SLF

3. Pernyataan pemenuhan standar teknis oleh Tim Penilai Ahli
4. Penerbitan SLF dengan dilanjutkan untuk pendaftaran PBG

BANGUNAN SUDAH TERBANGUN

PROSES PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)



Standar Teknis

BIDANG KAJIAN STANDAR TEKNIS STANDAR PBG

Arsitektur

UU no 28 Tahun 2002

PP no 16 Tahun 2021

Permen PUPR no 14/PRT/M/2018

Permen PUPR no 26/PRT/M/2008

Permenaker 05 Tahun 2918

SNI 03-1735-2000

SNI 03-1746-2000; dll

Note:
Perencanaan dan perancangan berdasarkan Standar
Teknis yang berlaku.



Standar Teknis

BIDANG KAJIAN STANDAR TEKNIS STANDAR PBG

Struktur

UU no 28 Tahun 2002

PP no 16 Tahun 2021

SNI 1727 2020

SNI 1726 2019

SNI 03-2847-2019

SNI 03-1729-2019

ACI 1989 ; dll

Note:
Perencanaan dan perancangan berdasarkan Standar
Teknis yang berlaku.



Standar Teknis

BIDANG KAJIAN STANDAR TEKNIS STANDAR PBG

MEEP

UU no 28 Tahun 2002

PP no 16 Tahun 2021

Permen PU 20 Tahun 2009

Permen PU 26 Tahun 2008

Permen PU 20 Tahun 2009

Permenaker no 04 tahun 1980

SNI 03-1735-2000

SNI 03-1745-2000

SNI 03-7065-2005

SNI 8153-2015

PUIL 2020 SNI 0225-1-2020

SNI 03-7012-2004 ; dll

Note:
Perencanaan dan perancangan berdasarkan Standar Teknis
yang berlaku.





Checklist PBG SIMBG

Dokumen yang sering tidak
ada



Checklist PBG SIMBG

Dokumen yang sering tidak ada



Checklist PBG SIMBG

Dokumen yang sering tidak ada
pada bidang MEEP yaitu pada 
dokumen Perhitungan.





1. UU No. 28 / 2002   : Bangunan Gedung

2. UU No. 11 / 2020   : Cipta Kerja

3. PP  No. 16 / 2021    : Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

4. PP No. 5 Tahun 2021 : tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

5. PP  No. 24 / 2018    : Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

6. PP Pengganti UU No. 2 / 2022 : ttg Cipta Kerja Menjadi UU yg telah ditetapkan sebagai UU melalui UU  No. 6/ th 2023;

7. PP No. 16 Tahun 2021 : tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Th 2002 tentang BG

8. PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah

9. Permen PUPR 11/PRT/M/2018 : TABG, Pengkaji Teknis & Penilik Bangunan

10. Permen PUPR 19/PRT/M/2018 : Penyelenggaraan IMB & SLF BG Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

11. Permen PUPR 27/PRT/M/2018 : SLF Bangunan Gedung

12. SNI Bidang Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal & Tek. Lingkungan

13. Peraturan Pemerintah Terkait Kelaikan Fungsi Bangunan ( Permenkes, Permen PUPR, Permendag, Permenaker, dll )

14. Peraturan yang bersifat khusus seperti di Bangunan Militer, Industri Farmasi, Bangunan Telekomunikasi, dll

PEMAHAMAN PERATURAN





Standar Teknis

BIDANG KAJIAN STANDAR TEKNIS PEMBUKTIAN STANDAR KELAYAKAN

Arsitektur

UU no 28 Tahun 2002

• Melakukan pengujian pada bidang Arsitektur
• Melakukan Analisa kondisi eksisting terhadap As 

Built Drawing
• Membuat perhitungan Arsitektur untuk pemenuhan

terhadap Standar Teknis
• Membuat rekomendasi ==> SLF , Perawatan dan 

pemeliharaan bangunan

PP no 16 Tahun 2021

Permen PUPR no 14/PRT/M/2018

Permen PUPR no 26/PRT/M/2008

Permenaker 05 Tahun 2918

SNI 03-1735-2000

SNI 03-1746-2000; dll

Note:
Pembuktian berdasarkan Standar Teknis yang 
berlaku.

PBG SLF



Standar Teknis

BIDANG KAJIAN STANDAR TEKNIS PEMBUKTIAN STANDAR KELAYAKAN

Struktur

UU no 28 Tahun 2002 • Melakukan pengambilan sample uji terhadap
struktur bangunan

• Melakukan Analisa kondisi eksisting terhadap As 
Built Drawing

• Membuat pemodelan struktur dengan
menggunakan Etabs dan SAP

• Membuat perhitungan Struktur untuk pemenuhan
terhadap Standar Teknis

• Membuat rekomendasi ==> SLF ==> perawatan 
dan pemliharaan bangunan

PP no 16 Tahun 2021

SNI 1727 2020

SNI 1726 2019

SNI 03-2847-2019

SNI 03-1729-2019

ACI 1989 ; dll

Note:
Pembuktian berdasarkan Standar Teknis yang 
berlaku.

PBG SLF



Standar Teknis

BIDANG KAJIAN STANDAR TEKNIS PEMBUKTIAN STANDAR KELAYAKAN

MEEP

UU no 28 Tahun 2002

• Melakukan pengambilan sample uji terhadap MEEP 
bangunan

• Melakukan Analisa kondisi eksisting terhadap As 
Built Drawing

• Membuat perhitungan MEEP untuk pemenuhan
terhadap Standar Teknis

• Membuat rekomendasi ==> SLF ==> Perawatan 
dan pemeliharaan bangunan

PP no 16 Tahun 2021

Permen PU 20 Tahun 2009

Permen PU 26 Tahun 2008

Permen PU 20 Tahun 2009

Permenaker no 04 tahun 1980

SNI 03-1735-2000

SNI 03-1745-2000

SNI 03-7065-2005

SNI 8153-2015

PUIL 2020 SNI 0225-1-2020

SNI 03-7012-2004 ; dll

Note:
Pembuktian berdasarkan Standar Teknis yang berlaku.

PBG SLF





Checklist SLF SIMBG

Dokumen yang sering tidak ada



Checklist SLF SIMBG

Pada Bangunan eksisting dok. 
As built tidak ada.



Checklist SLF SIMBG

Pada Bangunan eksisting dok. 
As built tidak ada.





Proses Kajian Teknis 
Bidang Arsitektur

Arsitektur

Kemudahan : Sirkulasi

Analisis Sirkulasi Makro

Analisis Sirkulasi Mikro

Analisis Sirkulasi Kendaraan
menuju Site

Analisis Sirkulasi Manusia
menuju Site

Analisis Alur Sirkulasi Kegiatan

Mitigasi Tapak dan 
Bangunan

Lokasi Tapak dan 
Kesesuaiannya

Deskripsi Umum Bangunan

Tata Letak Bangunan dalam
Tapak

Aspek Regulasi

PKKPR yang dijinkan

Kesesuian IMB/ PBG

Kesesuaian GSB (Garis 
Sempadan Bangunan)

Kesesuaian KDB (Koefisien
Dasar Bangunan)

Kesesuaian KLB (Koefisien
Lantai Bangunan)

Kesesuaian RTH (Ruang 
Terbuka Hijau)

Ketinggian Bangunan

Ketersediaan Parkir

Perbandingan IMB dengan
kondisi eksisting

Bandingkan regulasi GSB 
dengan kondisi eksisting

Bandingkan regulasi KDB 
dengan Perhitungan

Bandingkan regulasi KLB 
dengan Perhitungan

Bandingkan regulasi RTH 
dengan Perhitungan

Bandingkan regulasi
Ketinggian bangunan dengan

Perhitungan

Bandingkan regulasi Parkir
dengan Perhitungan

PKKPR dan KRK

Dirjen Hubdar/ 
Permen PU 

14/PRT/M/2017

PERMENKES



Proses Kajian Teknis 
Bidang Arsitektur

Arsitektur

Aspek Kenyamanan

Pengukuran Keyamanan Suhu

Pengukuran Keyamanan
Kelembaban

Pengukuran Keyamanan
Pencahayaan

Pengukuran Keyamanan
Kebisingan

Aspek Keandalan

Analisis Capaian Damkar

Analisis Signage dan 
Kelengkapannya

Analisis Kebutuhan Bukaan & 
Tangga Eksit

Analisis Kesesuaian Tangga

Analisis Kesesuaian RAM

Analisis Kecepatan Evakuasi

Rekapitulasi Kajian Rekomendasi

Permenkes dan SNI

SNI 03-1735-2000

Permen PU 14/PRT/M/2017 , 
PP 16 Tahun 2021, Permenkes

SNI 03-1746-2000



Proses Kajian Teknis 
Bidang Struktur

Struktur

Identifikasi Mutu

Mutu Baja

Mutu Beton Hammer Test

Leeb Hardness Tester

ASTM C 805-02

ASTM A 956-06

Tulangan Rebar Scanner

Pemodelan Ulang

Input Pembebanan

Ketahanan Gempa

Input Mutu

Running Perhitungan

SNI 1727_2000

SNI 1726_2000

Hasil Uji Lapangan

SAP, Etabs & BIMware

Rekomendasi

Pondasi, Kolom, Balok dan 
Atap



Proses Kajian Teknis 
Bidang Mekanikal

Mekanikal

Proteksi Kebakaran

Sistem Hydrant Permen PU 26 Tahun 2008

APAR

Cek Kelengkapan

Perhitungan Hydrant

Perhitungan Damkar Permen PU 20 Tahun 2009

Cek Kondisi Fisik

Perhitungan APAR

Sistem Penghawaan

Perhitungan BTU

Perhitungan Sistem
Penghawaan Mekanik

SNI 03-6572-2001

Sistem Air

Sistem Air Bersih

Sistem Air Kotor

Sistem Air Hujan

SNI 03-7065-2005
SNI 8153-2015, Permenkes

SNI 03-1745-2000

Rekomendasi



Proses Kajian Teknis 
Bidang Elektrikal

Elektrikal

Instalasi Listrik

Sumber Listrik

Perhitungan Voltage Drops

Perhitungan Penampang
Kabel

Pengujian Thermography

Proteksi Petir Pengujian Grounding

Pengujian LUX

Sistem Pencahayaan

Perhitungan LPD

PERMEN ESDM 28 tahun
2016

SNI 04-0225-2011

Lux Meter & Permenkes

Dialux Evo

Permenaker No. 
PER.02/MEN/1989

Sistem Elektronika
Fire Alarm

CCTV

SNI 03-3985-2000

KEPMENKES 1405 Tahun
2002

Rekomendasi



Sketsa & Pengukuran
Ruang

ARSITEKTUR

Survey & Pengujian Kajian Teknis Gambar As Built



STRUKTUR/ SIPIL

Survey & Pengujian Kajian Teknis Gambar As Built

Hammer Test
(Pengujian
Mutu beton)

Leebhardness
(Pengujian
Mutu Baja)

Rebar 
Scanner
(Pengujian
Tulangan)

Konversi Hasil Hammer Test

Hasil Rebar Scanner Konversi Leebhardness



MEEP (Mekanikal Elektrikal Elektronika Plumbing)

Survey & Pengujian Kajian Teknis Gambar As Built

Thermograph
(Pengujian
Suhu Thermal)

Clamp Meter
(Pengujian Arus
Listrik)

Earth Tester
(Pengujian
Grounding 
Petir)

Multitester
(Pengujian
Kenyamanan
Ruang)

Voltage Drops

a. Single Phase (phase/phase or phase/neutral) Balanced 3-phase (with or without neutral)

V = 220 Volt V = 380 Volt

DU = 2 IB ( R cos j + X sin j ) L/1000 DU =   3 IB ( R cos j + X sin j ) L/1000

IB = 10 A (full  load current) IB = 1.901 A (full  load current)

R = 15 W /km (conductor resistance) R = 0,08 W /km (conductor resistance)

X = 0,08 W /km (conductor reactance) X = 0,08 W /km (conductor reactance)

cos j = 1 (power factor) cos j = 0,8 (power factor)

sin j = 0,0 (power factor) sin j = 0,6 (power factor)

L = 70 m (length of cable) L = 200 m (length of cable)

DU = 21,00 V   ≈ 9,55 % DU = 73,75 V      ≈ 19,41 %

Note :  - Lighting drop = 3%

 - Others drop = 5%

 - X = 0.08 W/km, negligible less than 50mm
2

 Ukuran Penampang Kabel

Rangkaian 3-phase seimbang

g = 22,5 W  mm
2
/km (hambat jenis : Cu = 22.5 W  mm

2
/km ; Al = 36 W  mm

2
/km)

cos j = 0,8 (power factor)

DU = 3 % (voltage drop : maximum lighting drop = 3% ; others = 5% )

V = 380 V (Tegangan 3-phase)

S = 25 mm
2 P = 45 kW (Daya beban)

L = 100 m (Panjang kabel)

X = 0,08 W/km (reaktansi kabel : 0.08 W/km, negligible less than 50mm
2
)

sin j = 0,6 (power factor)

S = 1 kali (jumlah tarikan kabel per phase)

S =
DU*V

2
*cos j * S

 - X sin j
P*L*100

g cos j

Hasil Pengukuran Clampmeter

Kajian Teknis





Pemeliharaan Bangunan Gedung adalah upaya memper-tahankan 
kondisi dan kehandalan gedung setelah selesai dibangun 

agar 
selalu 

dapat memenuhi FUNGSI dalam memberikan layanan berupa
keamanan, kenyamanan, kesehatan dan keindahan bagi penggunanya

Perawatan Bangunan Gedung adalah kegiatan mem-perbailki dan/atau 
menganti bagian/ komponen konstruksi, bahan bangunan, darn/atau 

utilitasnya agar bangunan tetap layak fungsi



DASAR KEWAJIBAN PEMELIHARAAN 
DAN 

PERAWATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA 

Permen Pu. No. 24 tahun 2008 tentang                

Prosedur pemeliharaan dan perawatan bangunan 

gedung

Permen Pu. No. 16 tahun 2010 tentang

Pedoman Teknik Pemeriksaan Berkala Bangunan Dedung



Pekerjaan perawatan meliputi 
perbaikan dan/atau 
penggantian bagian bangunan, 
komponen, bahan 
bangunan, dan/atau prasarana 
dan sarana
berdasarkan dokumen rencana 
teknis perawatan
bangunan gedung, dengan 
mempertimbangkan
dokumen pelaksanaan konstruksi.

LINGKUP 
PERAWATAN 
BANGUNAN GEDUNG







KATEGORI KERUSAKAN



KATEGORI KERUSAKAN



KATEGORI KERUSAKAN



MULAI

PENGUMPULAN DATA 
Administrasi (Cek List)
1. As build Drawing
2. Dokumen IMB
3. Dokumen

Pemeliharaan
(Bangunan Sudah
Jadi)

4. Dokumen Hasil Uji
dan pengujian saat
pelaksanaan
Konstruksi.

5. Dokumen Sertifikat
Dari Instansi terkait

6. Dokumen Teknis

OBSERVASI VISUAL
1. Observasi Eksisting

terhadap Arsitektur, 
Struktur, MEEP, K3 
Lingkungan .

2. Membandingkan As 
built Drawing dengan
Eksisting.

3. Dokumentasi

PENGUJIAN
1. Pengujian Arsitektur
2. Pengujian Struktur
3. Pengujian Mekanikal

dan Perpipaan
4. Pengujian Elektrikal

dan Elektronika

OUTPUT
1. Dokumen Daftar

Simak sesuai
Permen PUPR No 
27/PRT/M/2018

2. Dokumen
Arsitektur, Struktur, 
MEEP, K3, 
Lingkungan

3. Dokumen Kajian
Teknis SLF

4. Rekomendasi

METODE KAJIAN SLF





METODE KAJIAN 
STRUKTUR

MULAI

OPSERVASI VISUAL
1. Observasi Keretakan, 

KemIringan, Lendutan, 
Korosi, dan renggangan
pada sambungan

2. Observasi Kerusakan struktur
atas dan bawah

3. Dokumentasi

PENGUJIAN NON DESTRUKTIF
1. Pengujian Struktur Dinding, 

Kolom dan Balok
menggunakan Rebar 
Scanner Detector

2. Pengujian Mutu Baja/ Besi
dengan Leeb Hardness

3. Pengujian Mutu Beton
dengan Hammer Test

4. Pengujian Kemiringan
dengan Laser 3D

PEMODELAN ULANG 
SESUAI KONDISI 
EKSISTING
1. Menggunakan

Peraturan yang 
berlaku

2. Analisa Output 
Model/ Perhitungan
Ulang

REKOMENDASI

PENGUJIAN DESTRUKTIF
1. Pengecekan Pondasi

Dengan Sample Penggalian



KERANGKA ACUAN DAN STANDAR EVALUASI 
BIDANG STRUKTUR

No Standar evaluasi Keterangan

1. SNI 1727 Tahun 2013 Peraturan Pembebanan Indonesia untuk geding dan Bangunan lain

2. SNI 1726 Tahun 2019 Standar Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bagunan Gedung

3. SNI 7331 Tahun 2016 Ketentuan Gudang Komuditas Pertanian

4. SNI 03-1968-1990 Analisa Saringan Agregat Halus dan Kasar

5. ASTM – C 805 - 02 Peraturan Pengujan Mutu Beton

6. ASTM – A 956 - 06 Peraturan Pengujian Mutu Baja

7. Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum

Nomor: 16/PRT/M/2010

Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung.



Pemeriksaan dan Pengujian
Kondisi Eksisting

Sketsa & Pengukuran Ruang

Hammer Test

Rebar Scanner

Leebhardness Tester

Clamp Meter Earth Tester

Thermograph Pengujian Ruang



OBSERVASI VISUAL

KLASIFIKASI KERUSAKAN PERMEN PUPR NO.16 TAHUN 2010



PENGUJIAN STRUKTUR
(Non Destruktif)

HAMMER TEST
(Pengukuran Mutu Beton)

LEEB HARDNES TESTER
(Pengukuran Mutu Besi/Baja)

REBAR SCANER
(PengukuranTulangan)

LASER METER 3D
(Pengukuran
Kemiringan) 



PENGUJIAN STRUKTUR
(Destruktif)

PENGGALIAN SAMPLE PONDASI UNTUK 
MENGETAHUI PONDASI YANG DIGUNAKAN 

SEBAGAI BAHAN KAJIAN



Hasil Konversi Hammer Test

Hasil Konversi Leebhardness Tester

Hasil Rebar Scanner

Hasil Sketsa dan 
Pengukuran



CONTOH : HASIL LEEB HARDNESS TESTER



PEMERIKSAAN MUTU BAJA



CONTOH : OUTPUT REBAR SCANER



PEMERIKSAAN KEMIRINGAN KOLOM



Dari hasil
Pengukuran dan
Pengujian
dilakukan
Kajian dan
Perhitungan Untuk
menghasilkan
Rekomendasi
Tindak Lanjut pada
Bangunan Gedung

PERHITUNGAN dan PEMODELAN ULANG



Gambar Pemodelan Menggunakan Software 



CONTOH ANALISA

Balok
25x45

Apabila Dipotong
menjadi

Balok
25x45

Balok
25x45

Balok
25x45

Balok
25x45



CONTOH ANALISA

SEBELUM DIPOTONG
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Data Rasio Kapasitas Kolom 
Eksisting Dengan Pembesaran 

Faktor Gempa

Series1

Rasio < 1, Aman
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Data Rasio Kapasitas kolom jika ada 
pemotongan dengan Pembesaran 

Faktor Gempa

Data Rasio
Kapasitas kolom jika
ada pemotongan

Rasio < 1, Aman

APABILA DIPOTONG

SEBELUM DIPOTONG

APABILA DIPOTONG



PENGUMPULAN DATA 
ELEKTRIKAL
• Dokumen IMB
• Gambar Perencanaan
• Gambar As Built 

Drawing
• Dok. Pengujian/ test 

Comisioning
• Dok. Sertifikat dari Dinas 

Terkait
• Dokumen Teknis

MULAI

OBSERVASI LAPANGAN

• Pengecekan terhadap seluruh
bangunan dengan kesesuaian SNI

• Pengecekan semua item ME
• Dokumentasi
• Wawancara

OUTPUT
• Analisis Awal kesesuaian 

dokumen dengan 
kondisi eksisting 
berdasarkan kesesuaiaan 
SNI, Permen

• Rekomendasi

Pengujian
• Pengujian Beban 3 Phase (RST)
• Pengujian Infrafed Thermografi
• Pengujian Pencahayaan (Lux)
• Pengujian Grounding
• Pengujian Mekanikal
• Pengujian Plambing

METODE KAJIAN 
MEEP



SUMBER LISTRIK 



INSTALASI LISTRIK

Instalasi listrik pada panel
MDP 345 kVA sistem ATS
dalam kondisi rusak.
Perbaikan ATS segera
dilakukan untuk keandalan
sistem instalasi listrik.
Saat ini perpindahan sumber
listrik dilakukan secara
manual.

MDP 345 kVA



Instalasi dalam panel –
panel SDP beberapa
ditemukan sambungan
yang kurang baik.

Hal tersebut dapat
menimbulkan
gangguan bahkan
sampai kerusakan.

Kurang Baik

Baik



 Ukuran Penampang Kabel

Rangkaian 3-phase seimbang

g = 22,5 W  mm
2
/km (hambat jenis : Cu = 22.5 W  mm

2
/km ; Al = 36 W  mm

2
/km)

cos j = 0,8 (power factor)

DU = 3 % (voltage drop : maximum lighting drop = 3% ; others = 5% )

V = 380 V (Tegangan 3-phase)

S = 25 mm
2 P = 45 kW (Daya beban)

L = 100 m (Panjang kabel)

X = 0,08 W /km (reaktansi kabel : 0.08 W /km, negligible less than 50mm
2
)

sin j = 0,6 (power factor)

S = 1 kali (jumlah tarikan kabel per phase)

S =
DU*V

2
*cos j * S

 - X sin j
P*L*100

g cos j

MDP 345 kVA

1 Cempaka 100 86,96 NYY  4 x 35 mm 45732,17 70 17 mm Aman 

2 IBS / OK 100 86,96 NYY 4 x 35 mm 45732,17 70 17 mm Aman 

3 CSSD 100 86,96 NYY 4 x 35 mm 45732,17 100 25 mm Aman 

4 Kantor 250 217,39 NYY 4 x 120 mm 114330,43 150 116 mm Aman 

5 Gizi 160 139,13 NYY 4 x 70 mm 73171,48 130 57 mm Aman 

6 Hemodialisa 200 173,91 NYY 4 x 95 mm 91464,35 120 67 mm Aman 

7 ICCU 160 139,13 NYY 4 x 70 mm 73171,48 130 57 mm Aman 

8 Radiologi 100 86,96 NYY 4 x 35 mm 45732,17 100 25 mm Aman 

PANJANG 

KABEL (m)
Keterangan

UKURAN PENAMPANG 

KABEL (Perhitungan)
No. PANEL MCCB (Ampere)

Arus 

Maximum 

PENAMPANG KABEL 

(Eksiting)

DAYA BEBAN 

(watt) 

Perhitungan ukuran penampang kabel



INSTALASI LISTRIK

 Phase R : 238.1 A

 Phase S : 274.4 A

 Phase T : 323.5 A

Prosentase pemakaian terhadap kapasitas daa listrik :

I rata – rata= (Ir + Is + It) / 3

= (238.1+274.4+323.5) / 3

= 278.6 Ampere

Prosentase penggunaan beban pada MDP 345 kVA adalah :

= (I rata- rata /Ifl) x 100%

= (278.6 / 524.80) x 100%

= 53,08 %

Analisa Keseimbangan beban antara phasa:

Koefisien a ; a = Ir / I rata – rata = 238.1 / 278.6 = 0,85 A

Koefisien b ; b = Is / I rata – rata = 274.4 / 278.6 = 0,98 A

Koefisien c ; c = It / I rata – rata = 323.5 / 278.6 = 1,16 A

Dengan demikian rata – rata ketidak seimbangan beban (dalam %) adalah:
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Batasan maksimal 8 %



No Item Temuan Eksisting Kelayakan Rekomendasi
1 Sumber Listrik • Sumber listrik PLN & Genset dalam keadaan baik

• SLO dan disnaker sudah ada.
Laik • Perawatan berkala

2 Instalasi Listrik • Terjadi ketidak seimbangan beban RST.
• Kabel instalasi pada panel sebagian perlu dilakukan

perbaikan.
• Kerusakan pada ATS MDP 345 kVA

Tidak Laik • Penggatian ATS yang rusak.
• Dilakukan pembagian beban RST.
• Perapihan instalasi listrik.

3 Proteksi Petir • Terdapat proteksi petir konvensional dan elektrostatis.
• Nilai grounding petir sudah baik.

Laik • Untuk box grounding proteksi petir
konvensional harap dibuatkan.

4 Pencahayaan • Nilai lux pada beberapa ruangan masih dibawah
standar Permenkes 07 Tahun 2019 Tentang Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit.

Tidak Laik • Penambahan titik lampu atau
penambahan watt pada lampu
tersebut.

• Nilai LUX agar disesuaikan permekes

5 Alarm & deteksi
kebakaran

• Sistem alarm pada RSUD dr. H. Soewondo sudah
tersebar dengan baik.

• Sebgian besar menggunakan titik panggil manual.
• Detektor hanya terdapat pada 2 bangunan

Laik • Penambahan deteksi kebakaran pada
ruang atau bangunan dengan
potensi kebakran tinggi.

6 Sistem CCTV • CCTV dalam keadaan baik
• Monitor pengawas dalam keadaan baik

Laik • Perawatan CCTV secara berkala.

7 Nurse Call • Nurse call dalam keadaan baik.
• Intalasi nurse call tidak ada kerusakan

Laik • Perawatan berkala nurse call.

• Permen PU No. 24 Thn 2008 Tentang Prosedur Pemeliharaan dan Perawatan
• Permen PU No. 16 Thn 2010 Tentang Pedoman Teknik Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung

CONTOH TEMUAN DAN REKOMENDASI MEEP




